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| BAB |
PENDAHULUAN

- Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterb'ukaan‘ Informasi‘, ,
Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secaré konprehensif mengatur:
. kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk
memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat
Iuas/pubhk Hadirnya Undang-Undang ini menjamm hak masyarakat untuk
mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebuakan:
tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebutfj
Untuk itulah maka berdasarkari pada informasi tersebut, masyarakat dapatf .'
mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telahf"
menjalankah kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak wéfga;
Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayan’anf :
kepada publik. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsipf
pelayahan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan"‘ ‘
kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.
Disamping itu 'Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik jugaj
mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya selurUh;
~ informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
-atau perundang-undangan yang berlaku. . . 1
Sebagai Badan Publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permu’kimani
Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menyediakan dan menéfbitka_n?
- informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon’
informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. ‘
| Oleh karena itu sebagai implementasi UU KIP dan menindak lanjuti‘i
Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan,
Pelayanan lnformaSI dan Dokumentasi Pemerintah Provmsn Sumatera Utara,
PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ProvmsrT
Sumatera Utara berupaya untuk menyusun laporan Layanan Informasi Tahun
2018 sekaligus sebagai bahan evaluasi kegiatan PPID Pembantu ke depan
Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi
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akan mehdbrong partisipasi’ masyarakat untuk mewujudkan kebijakan;
kebuakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menu;u open
govemment ,

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Merupakan
Pemisahan Urusén Perumahan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dari
Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tamkim). Pemetaan adalah
pelaksahaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenténg PerangkatA
Daerah. Finalisasi Pemetaan SKPD di Provinsi Sumatera Utara di tetapkan:
melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan'

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Susunan Orgamsa3|
| Dinas PKP di atur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38
Tahun 2016. | :

Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata-Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan%
Permukiman Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara telah%
dicantumkan dalam Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun
2017. Dinas Perumahan dan Kawasan Perkiman melaksanakan urusan
‘Pemerintahan Bldang Perumahan Dan Kawasan Permukiman antara Iam
Perumahan, Kawasan Permuklman Penyelenggaraan PSU permukiman.

-Kondisi klner]a ‘pada sub urusan perumahan adalah belum tersedlanya
rumah yang Iayak bagi seluruh masyarakat Rumah layak- yang memenuhi
persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan dan tersedia kecukupan luas
ruang perjiwa. Masih terdapaf 192.000 unit rumah tidak layak huni yahg beiurhﬁ
ditangani. ' Penyediaan rumah bagi pengungsi korban bencana g’unungi
Sinabung juga masih terkendala pényediaan lahan untuk pembangunannya.

Kinerj'a di kawasan permukiman diukur dari luas kawasan kumuh.z
Perkembahgan jumlah  penduduk dan urbanisasi membuat permukiman:
perkotaan semakin rentan menghadapi masalah kekumuhan. Pertumbuhan
pusaf — pusat permukiman yang belum memiliki pengaturan permukimannyaf
mendorong munculnya kawasan kumuh baru. Saat ini lebih dari 9000 Ha
kawasan permukiman dinyatakan sebaga: kawasan kumuh sesuai penetapanz
kepala daerah kabupaten / kota se sumatera utara. Penanganan kawasan% |
kumuh juga harus dari segala aspek bukan hanya dan sektor Penataan dan
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peningkafan kualitas kawasan permukiman yang sudah kumuh tetapi juga
mencegah turunnya kualitas permukiman agar tidak menjadi kawasan kumuh

baru.
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. _ | . BAB N
” GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan 'Prasa'rana
| Dalam melakukan pemenuhan hak masyarakat mendapatkan informasif
- publik, Layanan Informasi Publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh PPID Pembantu yang dijabat olehl
Sekretaris Dinas. Ruang kerja yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari -
han juga untuk melaksanakan funQSI PPID Pembantu.
Selaian memanfaatkan sistem layanan mformasn publik melalui websﬂe
PPID Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permuklman
Provinsi Sumatera Utara juga membanguan sendiri website dinas yang juga
menampilkan mformasn publik. Jenis-jenis informasi yang dimuat di Websne‘
meliputi:
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
v" Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu
¥ Rencana Strategis;
¥ Rencana Kerja'
v" Laporan klnerja
4 Agenda penting Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
v" Rencana Umum Pengadaan
v" Daftar Pejabat Dilingkungan Dinas;
v' Tata cara memperoleh informasi publik.
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Gambar 1. Website PPID Provinsi Sumatera Utara

Perumahan MBR
Mendukung Program Sejuta
Rumah

Berita & Kegiatan Links

2. Anggaran
Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID
Pembantu dibebankan pada anggaran Sekretariat dinas. Anggaran tersebut
digunakan untuk:
v" Membiayai Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
v" Membiayai Tim Pendukung pelayanan Informasi Publik sebagai Admin
Website PPID dan Website Dinas.

v" Rapat - rapat PPID Pembantu dengan para seksi dan petugas informasi:

W
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: ; 3. Sumber Daya Manusna

[N

dilakukan oleh :

"PPID Pembantu

Sekretaris PPID Pembantu

Koordinator Sek5| Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi

‘Koordinator Seksq Verifikasi dan Uji Konsekuensn Informas: dan
Dokumentasi - | L
Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran | Informasi 'dan;z |
'Dok'umentasi ' S o | o

Petugas InformaS|

Karena keterbatasan kemampuan penggunaan penggunakaan sarana

prasarana AT maka dlrekrut seorang tenaga pendukung yang bertugas,
menyiapkan, menyampa:kan dan mengelola |nformaS| pubhk melalui Websne;
dinas Perumahan dan Kawasan Permuklman :

Sumber daya manusia yang terhbat dalam penyediaan informasi publik:
S . , N |
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BAB IV
KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan infomasi publik terdapat beberapa kendala antara

. Belum semua koordinator seksi informasi, petugas informasi memahami klasifikasi

dan jenis—jenis informasi publik (berkala, serta merta, dan informasi yang‘
dikecualikan); sehingga pemberian infomasi masih dilakukan oleh masing - masing
pejabat yang berkenaan dengan infoomasi yang diminta. :

Akibat ruang kantor yang terbatas, maka belum dapat disediakan ruang khusus
pelayanan informasi; ' o

Belum tersedia petugas khusus pelayanan informasi; 7 _ ‘
Belum semua infomasi publik yang tersedia dimasukkan kedalam sistem infomasi
PPID Provinsi Sumatera Utara (http://ppid.sumutprov.go.id)

Informasi yang telah disampaikan tidak tercatat atau terdokumentasi dengan tertib; 5
Belum terjalin komunikasi yang baik antara petugas infom‘asi dengan pejabat yang‘v
menguasai infomasi publik; ' . o

10
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BAB V
RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk dapat memberikan layanan infomasi publik yang lebih baik terdapat
beberapa hal perbaikan yang dapat dilakukan :

1. Penyediaan ruang khusus pelayanan informasi:

2. Mengangkat petugas khusus pelayanan infomasi:

3. Perbaikan Sistem pencatatan dan pendokumentasian permohonan, infomasi yang
telah diberikan dan pelaporan penyediaan infomasi publik;

4. Meningkatkan kapasitas pejabat yang menguasai informasi, petugas infomasi
dalam menjalan pelayanan infomasi

S. Penambahan infomasi publik ke sistem informasi PPID Provinsi Sumatera Utara

Medan, Februari 2019




